SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
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MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas
Kabinet hari Senin, tanggal 16 November 2020 di [stana Merdeka Jakarta, yang
di antaranya menegaskan konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19

dan mengutamakan keselamatan rakyat.

Pandemi Covid-19 merupakan bencana nonalam yang bersifat global dan
nasional sehingga untuk dapat mengendalikan pandemi dan dampak sosial,
ekonomi, dimana selama lebih kurang 8 bulan Pemerintah Pusat, 34 Pemerintah
Daerah Provinsi, 315 Pemerintah Daerah kabupaten, 93 Pemerintah Daerah
Kota serta seluruh elemen nonpemerintah dan seluruh elemen masyarakat telah

bersama-sama bekerja keras mengatasi persoalan bangsa ini.

Pemerintah Pusat dan daerah telah mengeluarkan sejumlah peraturan
yang berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, termasuk dalam kategori “Peraturan Perundang-
Undangan” baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan
Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka

penanganan pandemi Covid-19.

Berbagai langkah telah dilakukan secara sistematis dan masif dengan
mengeluarkan biaya yang besar, termasuk dari pajak rakyat, diantaranya upaya

sosialisasi memakai masker, pengaturan jaga jarak, penyediaan sarana cuci



tangan dan upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan. Demikian juga telah
dilakukan upaya meningkatkan kapasitas 3T (Testing, Tracing, dan Treatment).
Untuk itu, beberapa daerah telah menetapkan strategi, diantaranya
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mencakup pencegahan

terjadinya kerumunan berskala besar.

Kepala Daerah perlu menghargai kerja keras dan dedikasi bahkan nyawa
para pejuang yang telah gugur terutama tenaga dokter, perawat, tenaga medis
lainnya, anggota Polri/TNI dan relawan serta berbagai elemen masyarakat

dalam rangka penanganan Covid-19.

Dalam rangka meningkatkan pengendalian penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6487);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);



6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 326); dan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249),

maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang
telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu diinstruksikan:
Kepada: 1. Gubernur; dan

2. Bupati/ Wali kota,

Untuk:

KESATU : Menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid-19
guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-
masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan
benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan

yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

KEDUA . Melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah
penularan  Covid-19 dan tidak hanya  bertindak
responsif/reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak.
Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan
penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan

secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

KETIGA . Kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di
daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi
masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19,
termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi

melanggar protokol kesehatan.

KEEMPAT : Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada kepala
daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah

sebagai berikut:



a. Pasal 67 huruf b yang berbunyi: “menaati seluruh

ketentuan peraturan perundang-undangan”

b. Pasal 78:

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti

karena:

a.

b.

C.

meninggal dunia;
permintaan sendiri; atau

diberhentikan.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah

diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ karena:

a.

b.

berakhir masa jabatannya;

tidak dapat melaksanakan tugas  secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara

berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan

kepala daerah/wakil kepala daerah;

tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah
dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 67 huruf b;

melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil
kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
melakukan perbuatan tercela;

diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden
yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan;

menggunakan dokumen dan/atau keterangan
palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan
kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan
pembuktian dari lembaga yang berwenang

menerbitkan dokumen; dan/atau



1. mendapatkan sanksi pemberhentian.

KELIMA : Berdasarkan instruksi pada Diktum KEEMPAT, kepala

daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

KEENAM : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2020

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :
1.
2.
3,

Presiden Republik Indonesia;
Wakil Presiden Republik Indonesia;

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik
Indonesia;

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia;

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia,;
Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;

. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,

ni, S.H., M.Si
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